
 
KEPALA DESA PRAYUNGAN 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

PERATURAN DESA PRAYUNGAN 

NOMOR 07 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA PRAYUNGAN, 
 

Menimbang : a.   bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 

b. bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa Tahun 

Anggaran  2021 termuat  dalam  Peraturan  Desa  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  anggaran 

2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan  

penyelenggaraan pemerintahan  Desa  berdasarkan  prinsip  

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan  

pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 



157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala; 

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penggunaan Dana Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2021; 

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 66); 

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan APBDesa (Berita Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014); 

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; 

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 

tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di 

Kabupaten Bojonegoro; 

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 09 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di 

kabupaten Bojonegoro; 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 



Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Bojonegoro; 

17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 

Nomor 09); 

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 

tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 

19. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

RPJMDes Tahun 2017-2022; 

20. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan; 

21. Peraturan Desa Prayungan Nomor 05 Tahun 2020 RKPDesa 

Tahun 2021;  

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN 

Dan 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Pasal 1 
 

Penjabaran Anggaran    Pendapatan     dan   Belanja  Desa Tahun 
Anggaran 2020 terdiri dari: 
1. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa Rp.     617.500.000 
b. Transfer Rp. 1.773.566.200 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp.       11.631.610  
Jumlah Pendapatan   Rp. 2.402.697.810 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.024.490.000 
b. Bidang Pembangunan Rp.  1.067.515.310 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.      75.340.000 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.    110.152.500 
e. Bidang Penanggulangan Bencana,  

Darurat dan Mendesak Desa Rp.       93.800.000 
Jumlah Belanja  Rp.  2.370.297.810 
Surplus/(Defisit)  Rp        32.400.000 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.                 0 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.       32.400.000 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa ini. 

 



Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 

a. APB Desa; 

b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);  

c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan 

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya (jika ada). 

 
Pasal 4 

 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; 

dan 

e. berskala lokal Desa. 

 

Pasal 6 

 

Dalam hal terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun berjalan; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar objek belanja; dan/atau 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun 

berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB 

Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 



tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya 

kepada BPD. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 

Prayungan. 

 

 

 

Ditetapkan di  : PRAYUNGAN 

pada tanggal  : 30 Desember 2020 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

ttd 

 

 

      Drs. H. IMAM ROFI’I 

 

Diundangkan di  : PRAYUNGAN 

pada tanggal  : 30 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN 

 

   ttd 

    

 

     TANAYA JUWITA RAHAYU 

 

 

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 07 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BADAN  PERMUSYAWARATAN  DESA 
DESA PRAYUNGAN  KECAMATAN SUMBERREJO  

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN 
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO 

Nomor:  07 Tahun 2020 

 
TENTANG  

PERSETUJUAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN 
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO  

 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)  

 TAHUN 2021 

 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN 

 
Menimbang      : bahwa   setelah  diadakan pembahasan terhadap  Rancangan 

Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo     

Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan   
Belaja Desa ( APBDesa ) Tahun 2021 telah memenuhi  syarat   

sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 
Tahun 2003 Tentang Peraturan Desa yang penetapannya   
perlu persetujuan dan Permusyawaratan Desa yang 

dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa . 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 



6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala; 

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penggunaan Dana Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2021; 

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 66); 

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan APBDesa (Berita Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014); 

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 07 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ; 

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; 

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 

tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di 

Kabupaten Bojonegoro; 

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 09 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di 

kabupaten Bojonegoro; 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Bojonegoro; 

17. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 

Nomor 09); 

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 

tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 

19. Peraturan Desa Prayungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang 

RPJMDes Tahun 2017-2022; 

20. Peraturan Desa Prayungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan; 

21. Peraturan Desa Prayungan Nomor 05 Tahun 2020 RKPDesa 

Tahun 2021; 

 



MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  

 
PERTAMA :  Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa 

Prayungan  Kecamatan Sumberrejo tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan hasil 

kesimpulan  sebagaimana  tersebut  dalam Berita Acara 
Rapat BPD yang   merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 

                                               
KEDUA      :  Kepala  Desa   Segera   menetapkan  Peraturan  Desa   

sebagaimana  dimaksud dictum   PERTAMA   keputusan   
ini  dan mengundangkan  ke  dalam Berita Desa Prayungan 
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. 

 
KETIGA :  Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum  

PERTAMA Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh 
Kepala Desa. 

 

KEEMPAT         : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 
 

 

 
 

Ditetapkan di :  PRAYUNGAN 
Pada Tanggal  :  30 Desember 2020 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
KETUA 

 

ttd 
 

 
                                                      M. ARIF CHOMAIDI, SH. 

 

Tembusan  disampaikan kepada : 
 

Yth. 1. Bupati Bojonegoro 
       2. Camat Sumberrejo. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                  Lampiran  I   : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa 
Desa Prayungan Kec. Sumberrejo 

Kab. Bojonegoro 
Nomor   : 07 Tahun 2020 

Tanggal : 30 Desember 2020 
 

BERITA ACARA  

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA  ( BPD ) 
DESA PRAYUNGAN  KECAMATAN SUMBERREJO 

KABUPATEN BOJONEGORO 

 

Pada hari ini Rabu Tanggal tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu 
Dua Puluh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Prayungan Kecamatan  
Sumberrejo  Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh 

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. 

 
Setelah melalui pembahasan bab per bab materi - materi pokok   

peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah  

menyetujui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )  
tahun 2021 dengan rincian : 

 
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( APBDesa ) Desa Prayungan 

Tahun Anggaran 2021  sejumlah  Rp. 2.402.697.810,00 ( Dua Milyard Empat 

Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus 
Sepuluh Rupiah ) terdiri dari: 

Penjabaran Anggaran    Pendapatan     dan   Belanja  Desa Tahun Anggaran 2020 
terdiri dari: 
1. Pendapatan Desa 

a. Pendapatan Asli Desa Rp.     617.500.000 
b. Transfer Rp. 1.773.566.200 

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp.       11.631.610  
Jumlah Pendapatan   Rp. 2.402.697.810 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.024.490.000 
b. Bidang Pembangunan Rp.  1.067.515.310 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.      75.340.000 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.    110.152.500 
e. Bidang Penanggulangan Bencana,  

Darurat dan Mendesak Desa Rp.       93.800.000 
Jumlah Belanja  Rp.  2.370.297.810 
Surplus/(Defisit)  Rp        32.400.000 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.                 0 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.       32.400.000 

 Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 

perlunya. 

     
PRAYUNGAN, 30 Desember 2020 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
KETUA 

 
ttd 

 

 
M. ARIF CHOMAIDI, SH. 



LAMPIRAN II :  KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA  
DESA  PRAYUNGAN KEC. SUMBERREJO 

TENTANG PERSETUJUAN  ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN  BELANJA  DESA TAHUN  

ANGGARAN  2021 
Nomor      : 07 Tahun 2020 
Tanggal    : 30 Desember 2020 

 
 

DAFTAR HADIR RAPAT BPD 

DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO 
 

 

 

No 

 

N  A  M  A 

 

JABATAN 
 

 

TANDA TANGAN 

1 M. Arif Chomaidi, SH. Ketua 

 

 
1…………..…. 

2 M. Zahroni Wakil Ketua 
 
                       

  2…..…..……… 

3 Herlina Widya Sukma, S.Pd. Sekretaris 
 
 

3………………. 

4 Ilfa Nurfarida Agus Siswanto Anggota 

 

 
  4…......………. 

5. Sugihartono  Anggota 
 
 
5…………….. 

                                                    
 

 
               

Prayungan, 30 Desember 2020 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

KETUA 

 

ttd 

 

M. ARIF CHOMAIDI, SH. 












